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Banyaknya jumlah unbanked people di Indonesia, maka diperlukan peningkatan akses 
penyelenggaraan keuangan inklusif yang innovative. Keuangan inklusi kegiatan yang bertujuan untuk 
menghilangkan segala bentuk hambatan baik dalam bentuk harga maupun non harga terhadap akses 
masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa keuangan. Pengabdian Kepada 
Masyarakat – PKM, kali ini bertujuan untuk meningkatkan peran sektor jasa keuangan, khususnya 
kepada para pemilik, manajemen puncak, dan karyawan dari beberapa LKMS (Lembaga Keuangan 
Mikro Syariah) – BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), sebagai pelaksana atau pelaku kegiatan 
keuangan inklusif yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dhu’afa, 
pengentasan kemiskinan dan pengembangan perekonomian wilayah/perekonomian regional. PKM ini 
diikuti oleh pemilik, manajemen puncak dan karyawan BPRS anggota ASBISINDO – Asosiasi Bank 
Syariah Indonesia yang berada di Jabodetabek. Metode yang dilakukan adalah memberikan pelatihan 
melalui ceramah, diskusi dan tanya jawab, selanjutnya dilakukan focuss group discussion, dan 
penyebaran kuesioner. Hasilnya menunjukkan bahwa Kualitas dan kecepatan layanan perbankan 
syariah harus terus ditingkatkan, antara lain dengan mengembangkan teknologi informasi yang handal 
dan adaptif. Untuk mempercepat pengembangan inklusi keuangan syariah, bisa dilakukan dengan 
mendirikan bank wakaf mikro atau bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah Mikro (LKSM) 
seperti Baitul Mal Wattamwil (BMT) atau koperasi jasa keuangan syariah (KKJS), dengan tetap 
memegang prinsip prudential. BPRS diharapkan terus mengembangkan dan memantau pelaksanaan 
inklusi keuangan syariah, melalui pembiayaan mikro tanpa agunan, pembiayaan qardhul hasan atau 
tangggung renteng melalui ketua kelompok atau pembiayaan thaharah untuk masyarakat 




With a large number of unbanked people in Indonesia, innovative access to Financial Inclusion is needed. 
Financial inclusion activities that aim to eliminate all forms of obstacles both in the way of prices and 
non-prices of public access to use or utilize financial services. Community Service - PKM, this time aims 
to increase the role of the financial services sector, especially to the owners, top management, and 
employees of several LKMS (Sharia Microfinance Institutions) - Sharia Rural Banks (BPRS), as executors 
or performers of financial activities inclusive which will have an impact on improving the welfare of the 
dhu'afa community, poverty alleviation and regional / regional economic development. This PKM is 
followed by the owner, top management, and employees of BPRS members as ASBISINDO - Indonesian 
Sharia Bank Association located in Greater Jakarta. The method used is to provide training through 
lectures, discussions, and questions and answers, then carried out focus group discussions and the 
distribution of questionnaires. The results show that the quality and speed of sharia banking services 
must continue to be improved, among others, by developing reliable and adaptive information 
technology. To accelerate the development of Islamic financial inclusion, it can be done by establishing 
a micro waqf bank or working together with Micro Sharia Financial Institutions (LKSM) such as Baitul 
Mal Wattamwil (BMT) or Islamic financial services cooperatives (KKJS), while maintaining prudential 
principles. BPRS is expected to continue to develop and monitor the implementation of Islamic financial 
inclusion through microfinance without collateral, qardhul hasan financing, or joint liability through 
group leaders or financing thaharah for low-income people.Keywords: Financial Inclusion, Unbanked - 
no bank account, LKMS - Islamic Microfinance Institution, Financial Services. 
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1. PENDAHULUAN  
 
Keuangan inklusif (financial inclusion) menjadi salah satu topik menarik saat ini. Isu mengenai 
keuangan inklusi di Indonesia muncul terutama terkait dengan taraf hidup kelompok masyarakat 
bawah, berpenghasilan rendah, pekerjaan tidak jelas, bertempat tinggal di daerah terpencil, 
orang cacat, buruh ilegal dan masyarakat pinggiran yang pada umumnya unbanked - tidak 
memiliki rekening bank. Berbagai alasan yang menyebabkan mereka menjadi unbanked, 
diantaranya price barrier (mahal), information barrier (tidak mengetahui), design produk barrier 
(produk yang tidak cocok) dan channel barrier (sarana yang tidak sesuai) (Akinsola & Ikhide, 2018; 
Bongomin at el., 2018). Menurut World Bank, (2010) dan World Health Organization, (2002), baru 
52% penduduk Indonesia menggunakan jasa keuangan formal dan 79% penduduk miskin belum 
memiliki akses ke layanan keuangan formal. Tercatat sampai tahun 2014, Jumlah unbanked 
people di Indonesia mencapa 80 juta jiwa, dengan unbanked people yang tinggal di desa sebanyak 
41.6 juta jiwa (sharingvision.com). 
 
 
sumber : sharingvision.com 
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Keuangan inklusif adalah tersedianya akses efektif terhadap pembiayaan, tabungan, transfer 
dan asuransi, dari lembaga jasa keuangan, untuk kelompok berpenghasilan rendah, tidak memiliki 
agunan, pelayanan nyaman, bertanggung jawab, biaya terjangkau, adil, transparan dan diatur 
oleh Undang - undang (Bank Indonesia, 2014). Hasil konferensi G20 Pittsbugh Summit - 2009 dan 
di Toronto Summit - 2010, menekankan perlunya peningkatan akses penyelenggaraan keuangan 
inklusif yang innovative, menggunakan 9 (sembilan) prinsip, yaitu: leadership, diversity, 
innovation, protection, empowerment, cooperation, knowledge, proportionality dan framework. 
Disisi lain pada dasarnya, praktek keuangan inklusif sudah lama dikenal di Indonesia, seperti 
penyediaan pembiayaan mikro oleh Lembaga Keuangan Non-Bank, misalnya Lembaga Keuangan 
Mikro Syariah (LKMS), yang pada saat ini berjumlah 168.421 unit. Berbagai LKMS ini, banyak 
diantaranya merupakan swadaya masyarakat dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah 
(KKJS), atau beberapa LKMS yang berada dibawah koordinasi Lembaga Amil Zakat. Berbagai  
LKMS, khususnya yang berlokasi di Jabodetabek, terbukti telah banyak bergerak dibidang 
keuangan inklusif. LKMS adalah lembaga keuangan mikro, yang tidak berorientasi profit, 
menggunakan prinsip Syariah dan bertujuan untuk (a) provide access to micro funding/financing, 
(b) providing business development services, (c) implement community empowerment,                               
(d) managing savings, (e) provide business development consulting services (Nasution, Darmin, 
2010). 
Eksistensi LKMS, jelas memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah 
terutama dalam memberikan solusi bagi UMKM, serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang 
berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama sistem perekonomian nasional. Hal 
ini menunjukkan bahwa peranan LKMS sangat berarti bagi masyarakat karena ia merupakan suatu 
lembaga mikro syariah yang mampu memecahkan permasalahan fundamental yang dihadapi 
oleh pengusaha kecil dan menengah khususnya di bidang permodalan. LKMS tidak hanya befungsi 
dalam penyaluran modal tetapi juga berfungsi untuk menangani kegiatan sosial. Dilihat secara 
konsepsi, LKMS merupakan suatu lembaga yang eksistensinya sangat dibutuhkan masyarakat 
terutama kalangan usaha mikro. Akan tetapi di sisi lain, yaitu dalam bidang operasionalnya masih 
memiliki banyak kelemahan. Maka problematika tersebut harus dapat diatasi dengan baik agar 
mampu mewujudkan terciptanya citra positif bagi lembaga keuangan mikro syariah yang bersih 
serta dipercaya oleh masyarakat. 
Peningkatan peran LKMS sangat diharapkan, sehingga dilakukan kerjasama antara Pusat 
Studi Ekonomi Islam - FEB Universitas Trisakti, ASBISINDO - Asosiasi Bank Syariah Indonesia DPW 
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Jabodetabek, Otoritas Jasa Keuangan - Departemen Perbankan Syariah, mengadakan semiloka 
yang bertujuan untuk memberikan pembekalan tentang bagaimana meningkatkan peran sektor 
jasa keuangan, khususnya kepada para pemilik, manajemen puncak asbisindo dan  karyawan dari 
beberapa LKMS - BPRS, sebagai  pelaksana atau pelaku kegiatan keuangan inklusif selama ini. Agar 
supaya seluruh tujuan dari kegiatan keuangan inklusi bisa tercapai seperti yang diharapkan, pada 
akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dhu’afa, pengentasan 
kemiskinan dan pengembangan perekonomian wilayah/perekonomian regional.    
 
2. METODE PELAKSANAAN  
 
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini, merupakan langkah lanjutan dari penelitian 
yang didanai oleh hibah Dikti (PDUPT). Luaran penelitian tersebut salah satunya adalah article 
pada Australian Journal of Islamic Studies, Vol 3, Issue 1, 2018 - 
https://ajis.com.au/index.php/ajis/article/view/73/57.  
Setelah kajian teoritis dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah penerapannya dalam 
bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat. Keberhasilan kegiatan sangat ditentukan oleh ketepatan 
identifikasi masalah, hal ini dilakukan melalui pengamatan awal, terkait pratek penyelenggaraan 
keuangan inklusif yang dilaksanakan selama ini. Adapun hasil pengamatan awal ini adalah sebagai 
berikut: (i) Adanya ambivalensi konsep syariah pengelolaan LKMS dengan operasionalisasi di 
lapangan (Aam et al., 2013; Lenka & Sharma, 2017). (ii) Terbatasnya kualitas sumber daya 
kelembagaan insani dari LKMS (Muhar, 2009). (iii) Tingkat kompetisi dengan pesaing sesama 
LKMS lainnya, koloborasi atau kerja sama dengan lembaga pemerintah dan LSM - Lembaga 
Swadaya Masyarakat (Siswanto, 2009). (iv) Terbatasnya pemahaman terkait produk, pembiayaan, 
tabungan, manajemen kompetisi dan pengelolaan keuangan (Siswanto, 2009). (v) Peranan 
Stakeholder terlihat dari belum terjalinnya kemitraan antar stakeholder secara harmonis yang 
menyebabkan belum terdapatnya monitoring dan evaluasi secara efektif terhadap LKMS. 
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Gambar 2. Alur metode pelaksanaan 
 
 
Berdasarkan kondisi tersebut, maka tercapai atau tidaknya tujuan kegiatan inklusi keuangan 
dari LKMS, adalah tergantung pada seberapa besar pemahaman dari manajemen LKMS mengenai 
arti, makna dan manfaat keuangan inklusif, pemahaman dari manajemen LKMS terkait dengan 
berbagai permasalahan yang sedang dan akan dihadapi, dan selanjutnya bagaimana 
mengimplementasikan keputusan-keputusan yang telah dibuat untuk mencari solusi atas 
berbagai masalah yang ada dalam praktek. Sehingga dirumuskan perancangan pelatihan kepada 
para pengelola LKMS yang meliputi: (i) Bagaimana memahami keuangan inklusif dan apa arti 
penting dari keuangan inklusif. (ii) Bagaimana menentukan arah dan sasaran kegiatan keuangan 
inklusif pada LKMS-BPRS, agar tujuan keuangan inklusif secara umum bisa tercapai. (iii) 
Bagaimana melaksanakan kegiatan keuangan inklusif pada LKMS-BPRS secara optimal, agar 
seluruh unbanked people bisa terlayani dengan baik. 
Guna menjawab masalah dan berupaya menemukan solusinya, maka team LPFE FEB Usakti, 
ASBISINDO, dan OJK bekerjasama merancang semiloka  dengan harapan  kegiatan  ini akan sukses. 
Pemilihan peserta, yaitu peserta yang the right man on the right place - sebagai sasaran kegiatan, 
pemilihan instruktur (pembicara) yang memberikan pelatihan, pembekalan dan atau pembinaan, 
serta profesionalis (praktisi) yang memberikan pengalaman dalam praktek-praktek 
penyelenggaraan keuangan inklusi. Selain itu, kesesuaian antara materi pembekalan dengan 
kebutuhan peserta juga merupakan salah faktor penunjang keberhasilan program semiloka.  
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Persiapan kegiatan dilakukan selama 2 bulan, mulai dari identifikasi masalah, menggalang 
kerjasama dengan mitra, mengundang dan menseleksi peserta, mengundang pembicara, sampai 
dengan persiapan tempat kegiatan. Kegiatan dilakukan di Gedung S – Lantai 8, Kampus A 
Universitas Trisakti, Grogol – Jakarta Barat. Pelatihan, ceramah, Focus Group Discussion, 
penyebaran kuesioner merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan selama satu hari penuh 
pada 9 Agustus 2018, mulai pukul 08.00 sampai 18.00. 
Peserta yang diundang adalah seluruh pengelola BPRS di Jabodetabek yang menjadi anggota 
ASBISINDO, diundang 40 peserta yang hadir sebanyak 30 peserta dengan deskripsi Profile Peserta 
dan Profile Kelembagaan BPRS, sebagai berikut: berdasarkan jenis kelamin,  terdiri pria 80% dan 
wanita 20%. Usia peserta beragam, mulai dari  usia  21 - 26 tahun sebanyak  6.67%, usia  27 - 32 
tahun sebanyak 10%; usia  33 - 38 tahun, sebanyak   20% ; usia  39 - 44 tahun sebayak  26.67%; 
usia  45 - 50  tahun sebanyak 13.33% dan usia lebih dari 50  tahun, sebanyak 13.33%. Dari sisi 
pendidikan tertinggi yang diperoleh, sebanyak 63.33% peserta berpendidikan Diploma/Sarjana 
dan sebanyak 20% berpendidikan S2.  Dari jumlah ini, sebanyak 83.33% menikah, dan sebanyak 
10% belum menikah. Sedangkan jumlah tanggungan keluarga, sebanyak 43.33% kurang dari                       
3 orang, sebanyak 40% menanggung keluarga antara 3 - 5 orang, dan sebanyak 3.33% mempunyai 
tanggungan keluarga lebih dari 5 orang.  
Dari sisi jabatan dalam pekerjaan, sebanyak 13.33% peserta adalah Pemilik dan Manajer 
BPRS; sebagai Manajer BPRS sebanyak 36.67%; sebagai Staff/Pegawai sebanyak 36.67% dan 
lainnya, sebagai supervisor sebanyak 3.33%. Para personil ini  rata-rata sudah berkerja di BPRS 
kurang dari 3 tahun sebanyak 20%; antara 3-5 tahun sebanyak 30%, dan lebih dari 5 tahun 
sebanyak 40%. Besarnya penghasilan perbulan rata-rata kurang dari Rp 5.000.000,- sebanyak 
16.67%;  antara  Rp 5.000.000  –  Rp 10.000.000 sebanyak 33.33%;  dan lebih dari Rp 10.000.000 
sebanyak  36.67%.  
Selain itu dari profile kelembagaan, BPRS dengan status kepemilikan adalah milik pemerintah  
sebanyak 3.33%; milik pribadi  sebanyak 70% dan milik PEMDA atau  BUMDES sebanyak 16.67%. 
Sedangkan bentuk badan usaha, sebanyak 80% adalah berbentuk PT (BPRS), dengan lama usaha 
berdiri kurang dari 3 tahun 3.33%;  antara 5-10 tahun 16.67%; antara 10-15 tahun 23.3% dan 
lebih dari 15 tahun sebanyak 43.33%. Adapun jumlah tenaga kerja BPRS antara 10-15 orang 
sebanyak 6.67% dan lebih dari 15 orang sebanyak 80%.   
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3. HASIL DAN DISKUSI 
 
Kegiatan ini dibagi menjadi 6 (enam) sesi, setiap sesi memiliki tujuan masing- masing. Antara 
lain memberikan informasi tentang inklusi keuangan, prinsip-prinsip Islami dan Syariah, serta tata 
cara bagaimana inklusi keuangan ini bisa berkelanjutan, yaitu dengan menerapkan prinsip-peinsip 
keberlanjutan keuangan inklusif seperti yang telah dicanangkan pada konferensi internasional 
oleh kelompok negara G20. Pembekalan ini diberikan oleh pakar dari perbankan syariah/OJK dan 
praktisi perbankan Syariah. 
Selanjutnya, dalam rangka untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman dari para peserta 
ini terhadap pembekalan yang telah diberikan, dilakukan FGD dengan terlebih dahulu 
memberikan penjelasan terkait berbagai hal tentang Pelaksanaan Keuangan Inklusif di Indonesia, 
dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, dan selanjutnya memberikan kuesioner untuk 
dijawab peserta, dalam rangka menggali pemahaman peserta baik secara teoritis maupun 




Gambar 3. Alur pelaksanaan kegiatan 
 
 
Hasil FGD menunjukkan beberapa hal: Pertama, pemahaman peserta dari sisi tata kelola 
BPRS, terkait tujuan BPRS, sebagian peserta menjawab bahwa BPRS bertujuan untuk memberi 
bantuan pembiayaan, yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu (6.67%), diberikan 
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khusus kepada kaum muslimin (3.33%), untuk pegawai negeri (20%); untuk semua lapisan 
masyarakat (83.33%). Sedangkan produk-produk BPRS yang ditawarkan kepada masyarakat 
adalah pembiayaan produktif untuk UMi dan UK (76.67%); pembiayaan konsumtif untuk 
pendidikan, kesehatan, dan lain-lain (56.57%); pembiayaan Qardhul Hasan untuk 
kebajikan/musibah/CSR (20%.); Jasa Konsultasi Pengembangan Usaha (3.33%) dan Pengelolaan 
Simpanan lainnya (26.67%). (ii) Pemahaman peserta atas prinsip-prinsip Islami yang digunakan 
BPRS dalam menjalankan usaha adalah prinsip Keadilan (berbagi keuntungan/resiko secara adil) 
sebanyak 50% peserta; prinsip Kemitraan (hubungan setara: pemodal-peminjam) sebanyak 50% 
peserta; prinsip Tranparansi (laporan keuangan bersifat terbuka) sebanyak 50% peserta; prinsip 
Universal (tidak membedakan suku, agama, ras) sebanyak 70% peserta dan prinsip Falah oriented 
(kemakmuran dan kebahagiaan di dunia dan akhirat) sebanyak 60% peserta. Sedangkan 
pemahaman peserta atas prinsip-prinsip Syariah yang digunakan BPRS dalam transaksi 
pembiayaan adalah prinsip bagi hasil (profit sharing) sebanyak 83.33 % peserta; prinsip Anti riba 
(tidak menggunakan suku bunga) sebanyak 60% peserta dan prinsip Ukhuwah Islamiyah 
(perasaan kasih sayang, tolong menolong, saling menghormati, dan saling percaya terhadap 
saudara seiman) dipahami oleh 33.33 % peserta. Kedua, pemahaman peserta atas  persyaratan  
pengajuan pembiayaan, adalah calon nasabah/klien harus memberikan Jaminan BPKB atau 
sertifikat rumah/tanah sebanyak 83.33% peserta; memberikan KK/KTP/ijin usaha/surat 
keterangan dari pemda sebanyak 66.67%; memberikan Ijasah, sertifikat pendidikan lainnya, 
sebanyak 43.33.% dan lain-lain seperti jaminan usaha sebanyak  23.33% peserta. Rata-rata lama 
waktu peminjaman pembiayaan ini, adalah kurang dari  1 tahun (20%); antara  1 - 5 tahun (60%); 
antara  5 - 10 tahun (23.33%), dan lebih dari 10 tahun (3.33%). Ketiga, pemahaman peserta atas 
jenis-jenis pelayanan terhadap nasabah BPRS, mencakup kegiatan promosi/sosialisasi berbagai 
jenis pembiayaan ke masyarakat di berbagai wilayah administrasi, mencakup tata cara pengajuan 
dan pengembalian pembiayaan, dipahami oleh  73.33%; BPRS melayani dengan cara mendatangi 
calon nasabah dan nasabah yang berdomisili di daerah yang sulit terjangkau, dipahami oleh 40%; 
BPRS melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan UMi dan UK - nasabah pembiayaan produktif, 
dipahami oleh 23.33%. Keempat, pemahaman atas prinsip-prinsip keberlanjutan yang 
dicanangkan oleh kelompok G20, antara lain, (1) pimpinan BPRS memiliki jiwa dan karakteristik 
Islami dan bekerja secara effektif (Leadership) dipahami oleh 59.33%; (2) pimpinan BPRS 
memahami dan memanfaatkan keberagaman BPRS dalam upaya mencapai tujuan BPRS 
(diversity) dipahami oleh 47.5%; (3) sebagai organisasi yang inovatif, BPRS aktif mendorong 
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karyawan untuk melakukan pelatihan dan pengembangan (Innovation) dipahami oleh 67.77%;  
(4) BPRS memberikan keamanan kerja kepada anggota organisasi dan pengguna (protection), 
dipahami oleh 57.5%; (5) BPRS memberi program pemberdayaan kepada masyarakat/pengguna 
(empowerment), dipahami oleh (46.66%); (6) BPRS memelihara kerjasama  internal dan eksternal 
untuk mencapai tujuan (cooperation), dipahami oleh 49.16%; (7) Proses eksternalisasi merubah 
tacit knowledge anggota organisasi menjadi explisit knowledge, sedangkan proses internalisasi, 
mengubah explicit knowledge yang ada menjadi tacit knowledge dipahami oleh 32.22%;                            
(8) Adanya keseimbangan antara BPRS dengan faktor eksternal yang mempengaruhi BPRS, 
sehingga harus dikelola dengan baik (proportionality) dipahami oleh 42%; dan (9) BPRS 
menentukan sekumpulan kegiatan, yang menggambarkan bagaimana sistem berjalan, untuk 
menghasilkan produk sesuai dengan kebutuhan pengguna (framework) dipahami oleh 55.83%. 
Dari deskripsi data, terlihat bahwa sebagian besar peserta adalah merupakan owner dari 
BPRS, baik sebagai Direksi atau Komisaris, berpendidikan minimal S1, rata-rata dalam usia 
produktif,  dimana modal BPRS adalah modal perorangan/pribadi dan dari pemegang saham. 
Omset BPRS ini rata-rata diatas 10 M, dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. 
Dengan memperhatikan hasil jajak pendapat tersebut diatas, dapat diketahui bahwa 
pemberiaan pembiayaan untuk masyarakat kurang mampu sangat rendah, demikian juga 
pelayanan Jasa Konsultasi Pengembangan Usaha. Ini patut disayangkan karena untuk mencapai 
tujuan pemberian pembiayaan inklusif seharusnya masyarakat kurang mampu lebih diutmakan. 
Selain itu, jasa konsultasi untuk pengembangan Umi dan UK seyogyanya lebih ditingkatkan dalam 
rangka pengembagan Umi dan UK. Terkait penggunaan prinsip-prinsip Islami dan Shariah dalam 
kegiatan BPRS, yang masih kurang adalah prinsip Ukhuwah Islamiyah (perasaan kasih sayang, 
tolong menolong, saling menghormati, dan saling percaya terhadap saudara seiman), yang 
merupakan prinsip persaudaraan dalam Islam. 
Dalam pelaksanaannya, sebagain besar BPRS ini, masih mengharuskan adanya 
agunan/jaminan, baik berupa BPKB, sertifikat rumah, KTP/KK dan ijasah. Situasi ini tidak tepat 
dalam penyelenggaraan keuangan inklusif karena sangat memberatkan bagi unbaked people. 
Selain itu, pemberian pembiayaan hanya dalam jangka pendek, yaitu hanya kurang dari 10 tahun. 
Dari sisi pembinaan dan pemberdayaan tehadap nasabah untuk pembiayaan produktif masih 
rendah, ini sangat disayangkan karena bisa berdampak terhadap pengembangan Umi dan UK itu 
sendiri. Sedangkan berkaitan dengan pelaksanaan prinsip G20, maka proses eksternalisasi 
merubah tacit knowledge anggota organisasi menjadi explisit knowledge, sedangkan proses 
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internalisasi, mengubah explicit knowledge yang ada menjadi tacit knowledge, pelaksanaan 
prinsip ini masih rendah, yang bisa diartikan masih rendahnya pengetahuan dari para peserta ini, 









Kegiatan ini dilaporkan dalam beberapa media online yang dapat diakses di 
https://sharianews.com/posts/ojk-7-kunci-penting-mempercepat-inklusi-dan-literasi-keuangan-
syariah. Terdapat beberapa simpulan yang dapat dirumuskan, yaitu: Kualitas dan kecepatan 
layanan perbankan syariah harus terus ditingkatkan, antara lain  dengan mengembangkan 
teknologi informasi yang handal dan adaptif, dan berkolaborasi dengan fintech (financial 
technology) syariah, sesuai dengan penelitian sebelumnya Kose & Gunes (2018).  Selain itu, Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) harus kembali ke khittah, yaitu berpihak kepada masyarakat 
pedesaan atau masyarakat miskin/dhuafa, serta terhadap usaha kecil dan mikro. 
Untuk mempercepat pengembangan inklusi keuangan syariah, bisa dilakukan dengan 
mendirikan bank wakaf mikro atau bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah Mikro 
(LKSM) seperti Baitul Mal Wattamwil (BMT) atau koperasi jasa keuangan syariah (KKJS), dengan 
tetap  memegang prinsip prudential. BPRS diharapkan terus mengembangkan dan memonitorig 
pelaksanaan inklusi keuangan syariah, melalui pembiayaan mikro tanpa agunan, pembiayaan 
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qardhul hasan atau tangggung renteng melalui ketua kelompok atau pembiayaan thaharah untuk 
masyarakat berpenghasilan rendah.  
Inklusi keuangan syariah bisa dilakukan secara berkesinambungan melalui kerjasama dengan 
akademisi, praktisi, OJK, pimpinan pondok pesantren, dan tokoh masyarakat melalui metode 
pendampingan. 
Pelaku industri keuangan syariah harus memanfaatkan produk bank syariah yang sangat 
bervariatif. Contohnya akad murabahah jual beli barang dan istishna dalam persediaan barang. 
Sebagai langkah lanjutan kedepan terdapat beberapa catatan untuk masyarakat pelaku 
BPRS, adalah sudah waktunya BPRS untuk menerapkan berbagai prinsip pembiayaan, antara lain 
prinsip Islami, prinsip Syariah, prinsip G20, dan berbagai kearifan lokal yang diperlukan untuk 
memperbaiki kinerja BPRS, agar tujuan dari pembiayaan inklusif, yaitu peningkatan kesejahteraan 
kaum Dhuafa tercapai. 
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